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Mohon dijelaskan 

secara ringkas  proses 

mengadili perkara 

tindak pidana korupsi 

? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohon dijelaskan 

mengenai penyidik 

yang menjadi saksi 

dalam persidangan  ? 
 

 

 

Dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi 

berdasarkan pada KUHAP, UU. No. 31 tahun 1999 

sebagaimana yang diubah dengan UU. No. 20 tahun 

2001 dan UU. No. 46 tahun 2009.    

  

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di 

sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara 

pidana yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam 

KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Kekhususan hukum acara dalam perkara tindak 

pidana korupsi antara lain mengatur: 

a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara 

ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi; 

b.mengenai komposisi majelis Hakim dalam 

pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada 

tingkat pertama, banding maupun kasasi; 

c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara 

tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan 

pemeriksaan; 

d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, 

termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil 

penyadapan harus diperoleh secara sah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

e. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi 

ketika penyidik dihadirkan sebagai saksi dalam 

persidangan, penyidik yang dihadirkan harus 

dibedakan antara penyidik yang melakukan 

penyadapan dan penyidik yang melakukan 

pemberkasan. 

Tujuan dari adanya pembedaan tersebut adalah 

untuk mengetahui apakah saksi merupakan 
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termasuk saksi fakta atau saksi verbal mengenai 

perkara yang sedang diperiksa.  

 

Yang dikatakan saksi fakta dalam hal ini adalah 

saksi yang mengetahui langsung atau mendengar 

langsung terhadap peristiwa pidana. 

Pengetahuannya terhadap adanya peristiwa pidana 

tersebut berdasarkan dari apa yang ia alami. 

 

Kualifikasi saksi, adanya saksi fakta (penyidik yang 

meakukan penyadapan) dan penyidik yang 

melakukan pemberkasan. Penghadiran penyidik 

yang melakukan pemberkasan sepanjang keterangan 

yang dibuat itu tidak dibantah oleh saksi tidak ada 

kepentingan bagi hakim untuk menghadirkannya, 

kecuali jika keterangan yang diberikan saksi 

dicabut/diubah, maka penyidik akan dihadirkan 

untuk mengkonfrontasi perihal keterangan yang 

dicabut tersebut. Hal demikian yang disebut dengan 

verbal lisan (saksi verbal) dalam hal ini penyidik 

tersebut hanya mengetahui “fakta pada saat 

pembuatan berkas perkara”, bukan “fakta terjadinya 

tindak pidana”. 

  

Harus diperhatikan juga urgensi dari menghadirkan 

saksi penyidik. Penghadiran penyidik sebagai saksi 

dalam persidangan biasanya bertujuan untuk meng-

compare / membandingkan dalam hal mengetahui 

suasana kebatinan penyadapan dilakukan, dalam arti 

bahwa siapa saja yang melakukan penyadapan, 

kapan dilakukannya penyadapan, alat apa yang 

dipakai, serta dalam kondisi apa dilakukan 

penyadapan. Hal yang lebih urgen dari 

menghadirkan penyidik sebagai saksi pada 

persidangan bagi hakim adalah mengetahui dasar 

hukum penyidik melakukan penyadapan. Hal ini 

terkait dengan ada indikasi apa dilakukannya 

penyadapan, atas perintah siapa ia melakukan 

penyadapan, dan maksud dilakukannya penyadapan.   

Karena hasil penyadapan diperdengarkan dalam 

persidangan maka kehadiran penyidik akan 

menguatkan dan mendukung informasi apa yang 

terdapat dalam rekaman hasil penyadapan.   

 

Dalam menilai alat bukti sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 184 KUHAP bahwa alat alat bukti 

tersebut akan saling berkaitan dalam hal untuk tiap 

alat bukti terkadang bisa terjadi hanya menjelaskan 

1 unsur tindak pidana bisa juga alat bukti lain dapat 
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Mohon dijelaskan 

tentang “hakim tidak 

terikat dengan alat 

bukti keterangan saksi 

“ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menjelaskan unsur pidana yang lainnya. Alat bukti 

akan digunakan hakim untuk analisis unsur - unsur 

tindak pidana.  

Terhadap alat bukti yang dinilai akan sampai pada 

suatu konklusi terbukti atau tidak terbukti, yang 

pada akhirnya Tujuan pembuktian adalah untuk 

menarik kesimpulan bahwa terdakwa bersalah atau 

tidak. 

 

Hal yang juga harus diingat bahwa, terhadap alat 

bukti keterangan saksi, hakim tidak terikat untuk 

menilai kebenarannya. 

 

Dalam persidangan, kadang kala hakim dibatasi 

waktu dan juga kemampuan hakim unutk membuat 

pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat oleh hakim 

harus mengarah pada unsur tindak pidana korupsi. 

Harus dibedakan antara fakta (persidangan) dan 

fakta hukum. Tidak semua fakta (persidangan) 

adalah fakta hukum, namun fakta hukum pasti 

merupakan fakta (persidangan), terkadang oleh saksi 

yang hadir ia memberikan keterangan yang tidak 

relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.  

Kadang kala juga keterangan saksi satu sama lain 

bertolak belakang. Menghadapai kondisi ini ada 2 

sikap yang diambil.  

1. Antar keterangan saksi akan dikonfrontir, 

dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran 

keterangan saksi. 

2. Hakim tidak mengkonfrontir, dan hanya 

meyakini salah satu keterangan saksi. Oleh 

karena itu idealnya hakim juga harus 

mengetahui kualitas saksi, akan lebih baik 

lagi jika hakim turun ke lapangan untuk 

mengetahui secara langsung mengenai 

kualitas saksi. Selain itu juga hakim harus 

melihat kondisi psikologi saksi dengan 

maksud mengetahui kebenaran keterangan 

yang diberikan sehingga hakim tahu mana 

keterangan yang mengarah pada unsur 

tindak pidana dan mana eterangan yang 

menyesatkan dan menjerumuskan terhadap 

perkara yang sedang diperiksa. 

 

Tidak semua keterangan saksi bermanfaat dan 

bernilai guna bagi hakim, hakim hanya mengambil 

kesaksian yang berkenaan dengan terbuki atau tidak 

terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang 

diadakwakan kepada terdakwa. 
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Mohon dijelaskan 

bagaimna penilaian 

terhadap rekaman 

hasil penyadapan 

sebagai alat bukti 

dalam tindak pidana 

korupsi ? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekaman hasil penyadapan diatur dalam Pasal 26A 

UU No.20 tahun 2001. Adapun yang dijelaskan 

disana adalah : 

1. alat bukti lain yang berupa informasi yang 

diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan 

secara elektronik dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu; dan 

2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau 

informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan 

atau didengar yang dapat dikeluarkan 

dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 

yang tertuang di atas kertas, benda fisik 

apapun selain kertas, maupun yang terekam 

secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, 

angka, atau perforasi yang memiliki makna. 

Tentang penyadapan, selain dalam UU Tindak 

Pidana Korupsi juga diatur dalam UU tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU 

tersebut lebih ditegaskan bahwa rekaman 

penyadapan dikategorikan dalam alat bukti 

petunjuk. 

 

Alat bukti petunjuk, tidak bisa berdiri sendiri. 

Dalam hal ini mengenai hasil rekaman penyadapan, 

ia didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan 

saksi, keterangan ahli, maupun surat yang dapat 

menjelaskan ataupun melengkapi dari informasi 

yang terkandung dalam rekaman tersebut. 

 

Bagi hakim, alat bukti petunjuk merupakan alat 

bukti terakhir yang dipakai apabila alat bukti lain 

“tidak mencukupi” untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa.   
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Penelitian ini 

berhubungan dengan 

keterangan penyidik 

sebagai saksi yang 

alasan keterangannya 

berdasarkan 

penyadapan dan 

perihal rekaman 

penyadapan dalam 

tindak pidana korupsi. 

Mohon dijelaskan 

dalam kasus yang 

pernah terjadi selama 

ini  ? 

 

 

 

 

 

Apakah keterangan 

penyidik berdasarkan 

penyadapan, dapat 

dikatakan masuk 

sebagai rumusan saksi 

yang dimaksud dalam 

KUHAP ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk memahaminya, kita harus pisahkan dulu 

antara ; 

1. Penyidik sebagai orang yang berfungsi untuk 

melakukan/ meyusun BAP terdakwa 

2. Adanya bukti atau dokumen yang diperoleh 

dari alat elektornik. 

 

Keterangan penyidik tanpa didukung oleh 

bukti, maka akan menjadi lemah 

keterangannya. Lain hal apabila keterangan 

tersebut diperkuat oleh bukti lain yang 

berhubungan dgn keterangan tersebut. 

 

Sebenarnya tidak harus penyidik, warga 

masyarakat pun bisa, apabila dia punya 

informasi tentang hal tersebut untk 

selanjutnya kemudian di uji kebenarannya 

dalam persidangan. 

 

Bahwa sering jg yang terjadi adalah cara pandang 

hukum yg bersifat legalistik yang kemudian 

memunculkan perbedaan penafsiran suatu 

peraturan. Tidak hanya sudut pandang hakim, tapi 

juga sudut pandang semua penegak hukum, baik itu 

Polisi, Penunutut umum, maupun Penasehat 

Hukum.  

 

Selama itu masih bisa di nilai oleh hakim ditambah 

dengan keyakinannya dan dapat 

dipertanggugjawabkan secara hukum maka hakim 

dapat mengambil kesimpulan bhawa bukti tersebut 

adalah sah. Tapi yang dimaksud disisni bukti itu 

adalah sah. 
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Apa yang menjadi 

alasan utama 

menghadirkan 

Penyidikdan rekaman 

penyadapan dalam 

persidangan ?  

 

 

Bagaimana 

kedudukan rekaman 

penyadapan apabila 

keterangan saksi yang 

mengikuti itu justru 

dikesampingkan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terdapat 

pertentangan batin 

ketika hakim 

memeriksa suatu 

kasus, apakah yang 

paling menjadi hal 

utama kaitannya 

dengan tugas seorang 

hakim ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harus dilihat secara menyeluruh, antara siapa yg 

menerangan dan data yang disajikan (rekaman 

penyadapan). 

 

Sebenarnya, sifat menghadirkan penyidik adalah 

untuk meng- confirm saja. Tujuan utamanya adalah 

mengetahui persesuaian antara keterangan dari 

penyidik dan informasi yang terkandung dalam 

penyadapan yang dihadirkan sehingga dapat 

memperkuat keterangan penyidik itu. 

 

 

Kedudukan/ keberadaannya kuat. Pengertian 

dikesampingkan itu tetap akan ada hubungannya 

(kasuistis) karna keteranagan itu dianggap tidak 

terlalu penting bagi hakim, bsa jadi dalam kasus lain 

keterangan tersebut dapat dipakai konteks nya 

dalam hal materi. Oleh karena itu, maka harus 

cermat juga dilihat dari konteks mana dalam hal 

penilaian tersebut. 

 

Singkatnya adalah, dalam penilaian yang dilakukan 

hakim terhadap suatu kasus yang dihadapi yaitu 

apakah terdapat “makna”. Karna yang terpenting 

adalah bagaimana hakim dapat menemukan makna. 

 

Hakim harus dapat meng”interpretasi”kan suatu 

persitiwa yang ditafsirkan melalui “bahasa”, 

sehingga dari bahasa tersebut dapat menimbulkan 

suatu “tanda”, dan dari tanda itu hakim akan 

menemukan “makna”. 

 

 

Tugas yang paling berat bagi seorang hakim adalah 

“menemukan hukum”, bukan hanya sekedar 

“melaksanakan hukum”. Dan apabila berbicara 

tentang menemukan hukum maka akan 

berhubungan dengan metode, dari metode dapat 

diperoleh bagaimana penafsiran yang digunakan 

oleh hakim. Karena hakim harus memahami, 

mempelajari kasus secara mendalam mengenai 

konstruksi kasus, dari konstruksi tersebut maka 

hakim dapat mengetahui apabila terdapat pembiasan 

terhadap suatu kasus. Singkatnya adalah hakim 

harus dapat mengurai tentang kasus yang sedang 

diperiksa namun tetap pada tujuan akhir bahwa 

putusan yang dibuat adalah putusan yang 

berkepastian hukum, bermanfaat bagi semua pihak, 

dan dan berkedilan.   
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Begitu pula dalam memeriksa suatu kasus, hakim 

memiliki kebebasan. Kebebasan hakim sangat 

penting bagi hakim, karena memberikan 

keleluasaan dalam menggali nilai-nilai keadilan 

dalam menerapkan UU, kea- dilan tidak akan 

ditemukan dalam kata-kata UU, tetapi hakim harus 

menggali rasa keadilan berdasarkan hati nurani, 

untuk itu maka, hati, mata, telinga Hakim harus 

dibuka mendengar, memahami dan mengerti rasa 

keadilan masyarakat. Untuk itu, hakim harus bebas 

dari segala kepentingan, baik kepentingan dari luar 

atau dirinya sendiri, sehingga bisa objektif dan adil 

dalam memeriksa dan memutus perkara. 
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Penelitian ini 

berhubungan dengan 

keterangan penyidik 

sebagai saksi yang 

alasan keterangannya 

berdasarkan 

penyadapan dan 

perihal rekaman 

penyadapan dalam 

tindak pidana korupsi  

 

 

Mohon dijelaskan 

mengenai penyidik 

yang hadir sebagai 

saksi dan memberikan 

keterangan 

berdasarkan 

penyadapan ? 

 

 

 
 

Bagaimana dengan 

terjadinya perbedaan 

baik pelaksanaan 

mauun mahaman 

terhadap KUHAP dan 

Undang-undang 

Tindak Pidana 

Korupsi yang bersifat 

khususoleh aparat 

penegak hukum ? 

 

 

 

 

Dengan adanya putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 

bahwa semua keterangan yang bernilai sebagai alat 

bukti, tidak mesti diberikan oleh orang yang 

melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, 

sepanjang keterangannya itu bisa mengungkap 

tindak pidana maka keterangannya itu mempunyai 

kekuatan menjadi alat bukti. 

 

 

 

 

 

Dalam hukum acara pidana, hakim bersandar pada 

apa yang terjadi di persidangan. Tugas hakim disana 

adalah untuk melakukan penilaian terhadap 

keterangan-keterangan yang diberikan itu. Dalam 

konteks pembuktian hakim yang mempunyai 

peranan, artinya keterangan yang diberikan dalam 

persidangan itu tidak rasional maka hakim boleh 

mengesampingkan keterangan itu. Dengan kata lain 

bahwa tugas hakim itu harus aktif dalam proses 

pembuktian. Tidak bisa ia hanya bersandar pada apa 

yang disampaikan saja dengan tidak melakukan 

penilaian. 

 

Seorang hakim harus mempunyai pemikiran, 

perasaan, cara pandang, cerdas. Karena hakim tidak 

bisa hanya sebatas menjadi robot saja. Seorang 

hakim harus dapat menggali nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu aturan hukum sehingga 

dapat mengarah kepada pemenuhan rasa keadilan. 

 

Majelis hakim mempunyai kebebasan untuk menilai 

kebenaran dari keterangan saksi. Majelis hakim juga 

dapat memberikan penafsiran-penafsiran terhadap 

fakta yang terjadi di persidangan, kaarena hakim 

memiliki kebebasan. Kebebasan yang dimiliki ini  
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Ketika terjadi 

perbedaan cara 

pandang terhadap 

hukum,  

Apa seharusnya yang 

dilakukan aparat 

penegak hukum lain 

apabila terjadi hal 

tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hakim harus memiliki dasar hukum yang jelas, 

bukan mengada-ada.  

 

 

Dalam hal terdapat perbedaan cara pandang 

mengenai dasar dalam memahami suatu kasus, hal 

ini besar kemungkinan terjadi dalam rangka 

penegakan hukum di Indonesia karena disebabkan 

dualisme dalam penggunaan hukum acara yang 

bersifat extraordinary, seolah-olah dalam hukum 

pidana patokan yang dipakai hanya pada KUHAP, 

padahal utk kejahatan yng bersifat extraordinary 

KUHAP sudah tidak mampu lagi, oleh karena itu 

ditentukan ketentuan-ketentuan khusus. Oleh karena 

itu kalau disandarkan pada KUHAP, maka tidak 

akan sesuai. Karena dalam ketentuan khusus itu 

terdapat terobosan-terobosan yang sebelumnya tidak 

terakomodir oleh KUHAP, dan pada posisi ini, ia 

sifatnya “mengesampingkan” KUHAP.  

Mengesampingkan dalam hal ini bukan diartikan 

melanggar, tapi memakai aturan tersendiri. 

 

Sifat cara pandang aparat penegak hukum yang 

kaku, seolah-olah semua perkara harus mengikuti 

KUHAP, jika tidak mengikuti maka dianggap salah. 

Padahal, terdapat beberapa ketentuan yang dalam 

kenyataannya tidak terakomodir KUHAP, yang 

justru dalam ketentuan lain diatur secara khusus dan 

dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut 

keberlakuannya merupakan perwujudan asas Lex 

Specialis derogat Lex generalis. 

 

Dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yang dahulu sebenarnya 

lebih tepat menggunakan nama Undang-undang 

Pokok Kekuasaan Kehakiman (umbrella wet), ia 

menjadi pokok tujuannya adalah harus menjadi 

rujukan semua aparat penegak hukum. Apabila 

dalam hal ia mengarah kepada hakim, sebenarnya 

itu juga berlaku bagi semua penegak hukum, mulai 

dari penyidikan (kepolisian), penuntutan 

(Kejaksaaan), persidangan (hakim) bahkan sampai 

pada Lembaga Pemasyarakatan maka mereka harus 

mampu menggali itu (nilai-nilai yang hidup). Hal 

inilah yang kemudian mendorong timbulnya asas 

subsidaritas dalam Pasal 1 Ayat (2) RKUHP. 
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Ketika rekaman 

penyadapan 

dihadirkan, apakah 

hakim terikat untuk 

harus menilai 

kebenarannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana dengan 

peran hakim untuk 

memenuhi rasa 

keadilan yang 

menjadi tuntutan 

masyarakat tempat 

dimana hukum itu 

hidup ? 

Dalam Undang-undang 20 tahun 2001 rekaman 

penyadapan yang masuk sebagai alat bukti petunjuk, 

akan memperkuat posisi hakim. Dalam arti, 

rekaman penyadapan tersebut mengandung 

informasi yang berhubungan dengan tindak pidana 

yang sebelumnya sudah ada keterangan dari 

penyidik.  

 

Alat bukti petunjuk dipergunakan oleh hakim untuk 

menguatkan alat bukti sebelumnya sebagaimana 

yang ditentukan dalam KUHAP. Sehingga, dari 

rangkaian alat bukti yang ada dalam persidangan, 

alat bukti petunjuk dapat memperjelas telah 

terjadinya tindak pidana. 

 

Kaitannya dengan rekaman penyadapan pula, hakim 

harus melihat secara kasuistik. Terkadang tidak 

hanya cukup dengan menghadirkan penyidik saja, 

tapi juga perlu menghadirkan ahli. Tujuan 

menghadirkan ahli tersebut adalah untuk 

mengetahui apakah memang benar rekaman yang 

dihadirkan adalah asli dan bukan merupakan 

rekayasa elektronik sehingga nantinya pututsan 

yang dibuat memang benar-benar putusan yang 

sesuai dengan hukum.  

 

hakim harus dapat menafsirkan suatu ide yang 

terdapat dibalik norma yang akan menciptakan 

hukum yang berguna bagi masyarakat karena pada 

dasarnya hukum merupakan perwujudan sifat, cara 

pandang, dan nilai suatu masyarakat yang 

menyebabkan perkembangan manusia diikuti 

dengan perkembangan hukumnya. 

 

Proses mengadili dalam menegakkan hukum, tidak 

sebatas menerapkan undang-undang secara 

subsumtif yang menghasilkan keadilan 

formal/prosedural, tetapi mengarah pada keadilan 

substantif sebagai tujuan hukum, undang-undang 

sebagai sarana bukan tujuan. 

 

Hakim tidak hanya memegang Undang-undang 

yang kaku dan beku, tetapi juga bercermin pada hati 

nurani menghadirkan keadilan substantif. 

 


